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Abstrak
 

Bank Exim (Bank Mandiri) adalah salah satu bank yang direkapitalisir oleh BPPN, atas hutang

bermasalahnya penagihannya dialihkan ke BPPN dan salah satunya adalah hutang PT X. Selaku perusahaan

yang bergerak dalam sektor real estat namun sekaligus melakukan restrukturisasi hutang, PT X wajib

mengimplementasikan pengakuan pendapatan dan biaya aktivitas real estat seperti yang diatur dalam PSAK

44 dan pengakuan laba penghapusan hutang seperti yang diatur dalam PSAK 54.

 

Penelitian ini mencakup dan berfokus pada penerapan PSAK 44 tentang aktivitas pengembangan real estat

dan PSAK 54 tentang restrukturisasi hutang piutang bermasalah, dikaitkan dengan peraturan perpajakan

yang relevan atas restrukturisasi hutang perusahaan yang bergerak dalam industri real estat, termasuk

didalamnya upaya gugatan pajak oleh PT X terhadap alokasi pengakuan penghasilan berupa keuntungan

pembebasan hutang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Metode penelitian yang digunakan

adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis dan merupakan studi kasus pada PT X.

 

Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa atas penerapan PSAK 44 dan PSAK 54, perusahaan tidak

mengimplementasikannya secara menyeluruh karena diketahui bahwa atas biaya bunga pinjaman dalam

masa kontruksi yang seyogyanya dikapitalisir namun oleh perusahaan dibebankan langsung pada pengadilan

sehingga pada saat pengakuan laba penghapusan pajak, perusahaan tinggal melakukan set off atas akun

biaya bunga yang masih harus dibayar. Metode ini jelas bertentangan prinsip akuntansi matching cost

against revenue karena biaya yang seharusnya digolongkan sebagai product cost tersebut dibebankan tidak

dalam periode yang sama dengan pengakuan penghasilan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan

undervalue pada laba dan overvalue pada biaya.

 

Sehubungan dengan diakuinya keuntungan restrukturisasi hutang, terjadi sengketa pajak antara pihak fiskus

dengan perusahaan. Pihak fiskus menetapkan dasar alokasi pengakuan laba penghapusan hutang didasarkan

pada kontrak perjanjian antara PT X dan BPPN. Namun kontrak ini pun setelah diperhitungkan kembali

perhitungannya, terjadi kesalahan perhitungan karena kas yang seharusnya dikeluarkan untuk melunasi

hutang ternyata lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. PT X mempermasalahkan

mengenai pengakuan adanya penghasilan atas penghapusan bunga tahun 1998, 1999, di mana berlaku

ketetapan final serta saldo bunga pinjaman tahun 2000 yang tidak pemah dibukukan oleh PT X.

 

Keuntungan restrukturisasi diperoleh pada tahun 2001, selama ini PT X telah mengakui dan membebankan

bunga pinjaman tersebut sehingga tidaklah relevan jika dikaitkan dengan adanya pengakuan pajak final

tahun 1998 dan 1999 karena menyangkut objek pajak dan tahun pajak yang berbeda. Atas perbedaan

pencatatan antara BPPN dan PT X, memang seharusnya keduanya mencatat dengan jumlah yang sarna.
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Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/199, menyatakan bahwa kreditur harms

mencatat jumlah yang sarna dengan debiturnya. Namun hal ini bisa saja dijadikan loopholes sehingga

jumlah pajak terutang lebih kecil daripada yang seharusnya terutang. Dan Putman pengadilan pajak atas

sengketa, diketahui bahwa sampai saat dibuatnya keputusan, majelis hakim pengadilan pajak belum

memperoleh angka yang sesungguhnya benar mengenai jumlah alokasi penghapusan hutang. Dalam

memutuskan suatu sengketa pajak, majelis hakim harus bertindak independen dan tidak menerima campur

tangan dari pihak manapun. Dasar pertimbangan peradilan pajak dalam memutus sengketa dalam

pemeriksaan sengketa adalah pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding/gugatan, kelengkapan

dokurnen-dokumen dan bukti-bukti pendukung, yuriprudensi.

 

Setelah dilakukan perhitungan terhadap rasio-rasio keuangan PT X maka terlihat kinerja perusahaan mulai

mengalami perbaikan karena setelah restrukturisasi tidak lagi terbebani hutang yang besar dan kewajiban

pembayaran bunga. Dengan demikian terlihat bahwa restrukturisasi hutang berdampak positif terhadap

kinerja keuangan perusahaan.


